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Tesisini membahas mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di
Provinsi DKI Jakarta. Melaksanakan kebijakan restrukturisasi organisasi bukan hal mudah bagi Provinsi
DKI Jakarta karena untuk mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi tersebut, Provinsi DK Jakarta
harus melakukan perampingan dengan menggabung dan bahkan menghapus beberapa organisasi perangkat
daerah agar dapat mewujudkan organisasi yang proporsional serta sesuai dengan batasan Peraturan
Pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat
daerah, bagai mana implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
restrukturisasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik, teori perubahan
dan restrukturisasi organisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan
tipe penelitian bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses dan tahapan dalam penetapan jenis dan jumlah
organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008, telah didasarkan pada
prinsip-prinsip pengorganisasian. Namun implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat
daerah di Provinsi DK Jakarta belum dilaksanakan secara optimal.

Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah: komunikasi dan koordinasi
yang belum efektif, sumber daya khususnya sumber daya manusia yang belum memadai dan struktur
birokrasi DK Jakarta yang menganut otonomi tunggal sehingga lebih kompleks karena Provinsi memiliki
aparat pelaksana sampai ke tingkat wilayah.

Agar kebijakan restrukturisasi organisasi yang ditetapkan dapat dimplementasikan secara optimal maka
perlu diikuti dengan peraturan pelaksanaan atau peraturan penjelas agar perangkat daerah mengetahui
kejelasan batasan pembagian tugas, fungsi, peran, dan kewenangannya yang diikuti adanya kegiatan
sosialisasi yang efektif. Komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah baik secara horisontal maupun
vertikal perlu ditingkatkan sehingga dapat terwujud sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. Peningkatan
kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian karena sumber daya manusia mempunyai peranan
yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

<hr>

The thesis discuss the implementation of the policies of DKI Jakarta Province on restructuring organization
of the local government institutions. It was not easy for the Province of DKI Jakarta, they should do with
some merging and downsizing even deleting some of the local government institutions in order to realize the
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organizational in proportion and in accordance with the Government Regulations or Peraturan Pemerintah.

The purpose of this study isto describe the process of the policies, how itsimplementation and the factors
that affect it. The theories to be used are the implementation public policy theory, theory of change and
organizational restructuring, with qualitative approach and descriptive analysis.

Based on the result of the research, it could be said that the process of the development of organizational
restructuring policies of the DKI Jakarta Province as confirmed in their regulation of Perda number 10 of
2008, has been carried out in accordance with the provisions of the applicable regulations. Similarly, the
processes and stages in determining the type and amount of the local units based on the principles of
organizing. However, the implementation of the policy of the Province of DKI Jakarta had not been
implemented in an optimal.

The factors that affect it are: ineffective communication and coordination, the resources, particularly the
human resources, and inadequate bureaucratic structure of a single autonomy that more complex, and has
executive officers at the local level.

To implement the organizational restructuring policiesin an optimal, it should be followed with such
regulations or guidance where the implementing local officers might find clearly to know the details of their
duties, functions, roles, authorities, and then accompanied with an effective socialization. Communication
and coordination between local officers, either horizontally or vertically, need to be always improved so that
synchronization can be achieved at the implementation of the tasks. The development of the human resource
capacitiesis avery necessary to be addressed, as itsimportant role in supporting the successful
implementation of the policy.



